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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kajian akan relevansi muatan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif Edisi Revisi Kemendikdasmen dalam perspektif pendidikan Islam sehingga dikhawatirkan berpotensi
mereduksi keoptimalan implementasi kebijakan tersebut di lapangan jika bertentangan dengan akar keyakinan
masyarakat mayoritas di sekitar. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis relevansi panduan
tersebut dalam perspektif pendidikan Islam. Metode penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisisnya meliputi
kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan relevansi
antara panduan Kemendikdasmen tersebut dengan nilai-nilai fundamental dalam pendidikan Islam, khususnya pada
aspek tiga dimensi konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan Islam. Kesimpulannya,
panduan pendidikan inklusif Kemendikdasmen tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam dan justru selaras,
sehingga penyelenggaraannya tidak sekadar dimaknai sebagai program dan kebijakan negara maupun sekolah
semata, melainkan manifestasi dari ketaatan beragama dan tanggung jawab umat dalam mewujudkan Islam
rahmatan lil ‘alamin.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif; Pendidikan Islam; Islam Rahmatan lil ‘alamin; Kemendikdasmen

This research is motivated by the absence of studies on the relevance of the Revised Edition of the Inclusive
Education Implementation Guide by Kemendikdasmen (Ministry of Primary and Secondary Education) from the
perspective of Islamic education, which raises concerns about potentially reducing the optimal implementation of
the policy in the field if it contradicts the fundamental beliefs of the local majority. The purpose of this study is to
describe and analyze the relevance of the guide from an Islamic education perspective. This study employs a library
research method. The data analysis techniques include data condensation, data display, as well as conclusion
drawing and verification. The results show a strong relevance between the Kemendikdasmen guide and the
fundamental values of Islamic education, particularly in the aspects of the three dimensions of basic concepts,
objectives, and principles of educational implementation. In conclusion, the Kemendikdasmen inclusive education
guide does not contradict the values of Islamic teachings and is, in fact, in harmony with them. Therefore, its
implementation should not merely be interpreted as state or school programs and policies, but rather as a
manifestation of religious obedience and the community's responsibility in realizing Islam rahmatan lil 'alamin.
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PENDAHULUAN

Data Kemendikdasmen dalam Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mencatat
sebanyak 245.350 anak berkebutuhan khusus telah berada dalam sistem pendidikan di
Indonesia. Lebih dari 1.500 guru juga telah diberikan penguatan kompetensi berkaitan dengan
pendidikan Inklusif (Vesca, 2026). Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam
mewujudkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu ialah hak bagi setiap warga negara, tidak
terkecuali mereka yang memiliki hambatan khusus. Namun demikian, berbagai persoalan di
lapangan menyiratkan adanya komponen penting yang belum dipetakan oleh pemerintah
sehingga pendidikan inklusi ini belum dapat berjalan dengan semestinya.

I Ketut Trika Adi Ana, salah satu akademisi sekaligus peneliti Universitas Pendidikan
Ganesha, menyarankan bahwa sebelum pendidikan Inklusi diperluas ke semua sekolah,
diperlukan sekolah percontohan agar dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya, serta sistem
skrining yang sama untuk semua sekolah agar penanganan lebih terarah (Tiara Chandra, 2026).
Apabila kita refleksikan pendapat tersebut, maka disadari bahwa komponen penting yang
dimaksud ialah pedoman atau acuan mengenai bagaimana penyelenggaraan pendidikan Inklusi
di setiap sekolah tersebut seharusnya dilakukan. Tampak menyadari adanya kekurangan dalam
mendorong pendidikan inklusif, pada 23 Juli 2026, Kemendikdasmen mempublikasikan buku
Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai acuan bagi satuan pendidikan, serta
seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif.

Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen ini memuat
berbagai pembahasan komprehensif yang diperuntukkan sebagai rujukan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Ruang lingkup
pembahasan tersebut, di antaranya terdiri atas konsep dasar pendidikan inklusif, kebijakan yang
mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif, bentuk-bentuk keragaman murid, akomodasi
yang layak dan kerangka implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan, serta sistem
dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Rochyadi et al., 2026). Kehadiran sumber
rujukan tersebut, secara teknis selaras dengan kebutuhan operasional dan manajerial
penyelenggaraan pendidikan Inklusif yang dipersoalkan sebelumnya. Namun, agar
implementasi sebuah kebijakan dalam pendidikan dapat terwujud, maka tidak dapat abai
terhadap realitas sosiokultural dan keyakinan masyarakat di sekitarnya (Wahyurianto, 2026).

Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Muslim,
fondasi kebijakan pendidikan, baik di madrasah maupun sekolah umum, sudah sepatutnya tidak
bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam (Gani et al., 2024). Dalam hal ini, berkaitan

dengan pijakan dasar, yakni prinsip pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam buku panduan
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Kemendikdasmen tersebut. Adapun konsep inklusivitas pendidikan seperti yang digalakkan
dalam buku panduan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam agama Islam.
Justru, semestinya merupakan sifat alami, sebab agama Islam mengajarkan penghargaan yang
tinggi terhadap hak-hak bermasyarakat dan menempatkan perbedaan sebagai sebuah fitrah yang
dikehendaki oleh Allah itu sendiri (Purnomo & Solikhah, 2021).

Penerimaan terhadap keragaman dan perbedaan individu dalam ajaran agama Islam
tersebut berakar kuat dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini tercermin sebagaimana dalam
kisah teguran langsung Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. terkait sikap beliau terhadap
seorang sahabat penyandang tunanetra dan menegaskan siapapun yang datang dengan niat
untuk belajar berhak mendapat pengajaran terlepas dari kondisi fisiknya (Yusuf, 2025).
Gambaran historis ini mempertegas bahwa pendidikan yang merangkul semua individu adalah
wujud nyata dari ketaatan terhadap ketetapan Allah. Meskipun titik temu antara pendidikan
Inklusif yang diprogramkan oleh pemerintah dengan ajaran agama Islam terbilang erat, kajian
yang secara khusus menelaah relevansi prinsip-prinsip utama dalam Panduan Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen melalui perspektif pendidikan Islam belum ditemukan.

Ketiadaan kajian ini berpotensi mereduksi dan mengurangi keoptimalan dari
implementasi kebijakan pendidikan Inklusif pemerintah, karena kebijakan yang terkesan
berjarak dari akar sosiokultural dan keyakinan mayoritas masyarakat cenderung akan sulit
berjalan dengan semestinya dan rentan menghadapi resistensi di tingkat lokal (Wahyurianto,
2026). Sebaliknya, ketika muatan kebijakan tersebut terintegrasi dengan nilai-nilai
sosiokultural dan keagamaan yang diyakini oleh masyarakat, para pendidik akan memandang
bahwa pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus bukan sekadar beban regulasi formal
semata, melainkan wujud dari pelaksanaan amanah dan ibadah, sehingga akan terbangun
motivasi moral yang kuat untuk menyukseskannya

Berdasarkan paparan tersebut, kajian mengenai relevansi prinsip-prinsip utama dalam
Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan pendidikan Islam
menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis relevansi prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif dalam
Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif edisi revisi 2026 melalui kacamata
pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemahaman konseptual
bagi para pendidik, masyarakat, dan pemangku kebijakan dalam memandang kebijakan
pendidikan inklusif Kemendikdasmen melalui kacamata Islam, sekaligus memperkaya
khazanah literatur akademik mengenai relevansi kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai

keislaman.
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METODE

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (library research), yakni kegiatan
penelitian secara sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai macam
sumber yang ada, seperti buku referensi dan artikel yang sejenis atau berkaitan dengan masalah
yang ingin dipecahkan, serta mengolah dan menyimpulkannya dengan metode atau teknik
tertentu guna menjawab permasalahan yang dikaji (Sari & Asmendri, 2020). Data primer
penelitian ini diperoleh melalui buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Edisi
Revisi yang dipublikasikan oleh Kemendikdasmen (2026), didukung dengan data sekunder dari
literatur-literatur lainnya yang dapat memperkuat dan mempertajam pemahaman serta analisis
peneliti mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusif dalam buku tersebut. Analisis difokuskan
untuk mengkaji kesesuaian antara muatan kebijakan dalam buku panduan tersebut dengan
konsep-konsep dalam pendidikan Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Miles, Huberman, dan Saldana
(2014), yang terdiri atas tiga tahapan, yakni kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi
dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilah,
memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data terkait fokus penelitian yang
telah diperoleh. Dilanjutkan dengan penyajian data, dengan mengorganisir, meringkas, dan
menentukan desain penampilan data (dalam bentuk apa data penelitian akan ditampilkan)
sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun verifikasi dan
penarikan kesimpulan dilakukan mulai sejak proses pengumpulan data hingga data selesai
disajikan. Verifikasi ini diwujudkan dalam beberapa cara, seperti pemikiran kembali selama
penulisan, meninjau dan mengkaji ulang catatan, hingga diskusi dengan rekan sejawat

(Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).

HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya relevansi Buku Panduan Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif edisi revisi 2026 Kemendikdasmen dengan nilai-nilai pendidikan Islam.
Dalam batas kajian ini, relevansi ditemukan pada tiga komponen panduan, yakni tiga dimensi
konsep dasar pendidikan inklusif yang sejalan dengan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin dalam
pendidikan Islam, enam tujuan operasional pendidikan inklusif yang merepresentasikan
maqashid syariah dalam Islam, serta tiga belas prinsip operasional dalam panduan yang secara
konseptual terbukti tidak bertentangan dan justru selaras dengan epistemologi pendidikan

Islam.
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Temuan relevansi tiga belas prinsip operasional tersebut secara sistematis dipetakan ke
dalam empat tema besar. Keempat temuan tematik ini menegaskan bahwa regulasi
penyelenggaraan pendidikan inklusif yang digalakkan oleh pemerintah secara substansial
berkorelasi erat dengan turunan operasional dari ajaran-ajaran Islam mengenai kesetaraan,
keadilan, dan pemuliaan terhadap manusia. Adapun pemetaan temuan relevansi prinsip-prinsip
pendidikan Inklusif Kemendikdasmen terhadap pendidikan Islam dalam empat tema besar

tersebut dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 1. Relevansi Prinsip Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan Pendidikan Islam

Prinsip Pendidikan Inklusif dalam Nilai Ajaran Islam yang
Tema . .
Panduan yang Terlibat Berkorelasi
Hakikat 1. Kesamaan hak 1. Pemuliaan manusia
Kemanusiaan dan 2. Keadilan dan akses (Takrim bani Adam)
Kesetaraan Akses 3. Menghormati keberagaman 2. Kesetaraan (Musawah)
4. Penerimaan dan keterbukaan
Pendekatan Adaptif 5.  Akomodasi yang layak 3. Konsep 42l 354l
sebagai Pemenuhan 6.  Fokus pada potensi, bukan 4. Kaidah el st 48540
Kebutuhan Individu keterbatasan

7. Kebutuhan individual
8. Kebermaknaan
9

Sinergi Ekosistem . Partisipasi aktif 5. Konsep Ta’awun
dan Tanggung Jawab  10. Kolaborasi dan kemitraan 6. Konsep Ukhuwah
Sosial 11. Keterpaduan sistem
Mutu dan 12. Pemerataan dan peningkatan mutu 7. Konsep Islah
Keberlanjutan 13. Keberlanjutan 8. Konsep lhsan
9. Konsep Istigamah
Pembahasan

Pendidikan inklusif adalah pendekatan menyeluruh yang mencakup ketiga dimensi, yang
menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Ketiga dimensi
tersebut adalah nilai dan filosofi, yang menegaskan penghormatan terhadap keberagaman dan
hak setiap anak untuk belajar; sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin seluruh
murid memperoleh layanan yang setara, aksesibel, dan sesuai kebutuhan; serta pendekatan
pembelajaran yang mendorong guru dan satuan pendidikan mengakomodasi strategi
pembelajaran agar semua murid dapat berpartisipasi aktif. Dalam perspektif pendidikan Islam,
ketiga dimensi tersebut selaras dengan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin, yang menekankan
pembangunan hubungan baik, toleran, dan penuh kasih antara manusia (Munawir et al., 2024).
Adapun Alifah dan Dasriansya (2025) mengungkapkan, bahwa konsep Islam rahmatan lil

‘alamin memuat prinsip-prinsip dasar, di antaranya berperikemanusiaan (insaniyah), global
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(‘alamiyah), komprehensif, realistis, toleransi (fasamuh), dan mempermudah (faisir), yang
menjadi dasar keselarasan terhadap dimensi-dimensi pendidikan inklusif tersebut.

Pendidikan inklusif dalam panduan Kemendikdasmen ini pada dasarnya memiliki enam
tujuan operasional, yakni menjamin hak pendidikan bagi semua murid; memberikan akses yang
setara dan adil; mengembangkan potensi individu secara optimal, membentuk lingkungan
belajar yang ramah dan toleran; mempersiapkan murid untuk hidup mandiri dan berpartisipasi
dalam masyarakat; serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Dalam sudut pandang
pendidikan Islam, enam tujuan operasional tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-
nilai magashid syariah, yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal
(Hardianto & Fata, 2025). Pemenuhan hak, akses, dan pengembangan potensi individu secara
adil dan optimal menunjukkan upaya untuk menjaga akal (hifz al-‘aql) dan jiwa (hifz an-nafs)
murid dari kebodohan serta marginalisasi sosial. Sementara konstruksi ekosistem belajar yang
ramah dan toleran, persiapan kemandirian hidup, serta dorongan perubahan sosial yang lebih
adil menjadi langkah esensial untuk menjaga kehormatan agama (hifz ad-din), kelangsungan
keturunan atau generasi (hifz an-nasl), serta kemandirian ekonomi mereka di masa mendatang
(hifz al-mal).

Implementasi nilai-nilai inklusivitas dalam kebijakan, tata kelola, dan praktik
pembelajaran yang seharusnya di satuan pendidikan berladaskan pada prinsip-prinsip yang
dirumuskan berdasarkan ketiga dimensi sebelumnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai
pijakan dasar dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen tersebut
adalah (1) kesamaan hak; (2) keadilan dan akses; (3) menghormati keberagaman; (4)
penerimaan dan keterbukaan; (5) akomodasi yang layak; (6) partisipasi aktif; (7) kolaborasi dan
kemitraan; (8) fokus pada potensi, bukan keterbatasan; (9) keterpaduan sistem; (10) pemerataan
dan peningkatan mutu; (11) kebutuhan individual; (12) kebermaknaan; dan (13) keberlanjutan.
Seluruh prinsip tersebut berkorelasi erat dengan pendidikan Islam. Adapun untuk memudahkan
pembahasan, ketiga belas prinsip tersebut akan diuraikan dalam empat kelompok tema besar

sebagaimana berikut.

1. Hakikat Kemanusiaan dan Kesetaraan Akses

Prinsip kesamaan hak, keadilan dan akses, menghormati keberagaman, serta penerimaan
dan keterbukaan dalam panduan tersebut berkorelasi erat dengan konsep Takrim bani Adam
dan Musawah. Takrim bani Adam adalah konsep pemuliaan terhadap anak cucu Adam (seluruh
manusia), tanpa membedakan status ekonomi, jenis kelamin, maupun kondisi fisiknya. Konsep
ini berlandaskan pada QS Al-Isra’ ayat 70, yang menekankan bahwa seluruh manusia memiliki

potensi untuk berkembang, serta pemuliaan terhadap manusia merupakan hak dasar yang tidak



“H SAN Volume 2, No 2, November 2026, pp. 303-314 309

Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam

bisa dicabut oleh siapapun (Supriatin et al., 2025). Pemuliaan bani Adam dalam al Isra’ ayat 70
ini menjadi dasar hak setiap murid untuk dihargai, diterima, dan dilayani sesuai dengan
kebutuhannya dalam pendidikan (terbuka) (Fajriyah, 2025).

Sementara itu, musawah adalah konsep kesetaraan dalam Islam. Konsep ini berlandaskan
pada QS Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa kedudukan semua manusia pada
dasarnya adalah sama di mata Allah, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya,
bukan jenis kelamin, bukan status ekonomi, bukan pula kondisi fisiknya. Ayat ini menjadi dasar
kesamaan hak dan keadilan bagi setiap individu untuk memeroleh pendidikan yang bermutu
(Umam et al., 2026). Adapun perbedaan-perbedaan yang ada semestinya menjadi jalan untuk
saling mengenal, menjalin silaturahim, berkomunikasi, serta saling memberi dan menerima,
karena keanekaragaman sosiologis ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang dikehendaki dan

ditetapkan oleh Allah (Pasaribu et al., 2024).

2.  Pendekatan Adaptif sebagai Pemenuhan Kebutuhan Individu

Panduan Kemendikdasmen secara teknis mendorong guru untuk memegang prinsip
akomodasi yang layak, fokus pada potensi, memperhatikan kebutuhan individual, dan
menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga menuntut adanya diferensiasi dalam
kurikulum dan evaluasi (Rochyadi et al., 2026). Pendekatan adaptif-dinamis ini berhubungan
erat dengan konsep 424l (354l dalam pendidikan Islam. Konsep ini bukanlah sesuatu yang
baru dalam Islam. Islam menyadari bahwa setiap individu memiliki kecenderungan, bakat,
kesiapan, dan kondisi yang berbeda. Hal ini ditekankan dalam surat QS Al-Baqgarah ayat 286,
bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya, serta QS Al-Insyirah
ayat 5-6, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kedua hal ini bukan
berartikan setiap ujian akan terasa ringan, melainkan Allah memastikan setiap manusia
memiliki potensi dan jalan untuk mengatasinya (Mubhar et al., 2025).

Berkenaan dengan kedua pijakan dasar tersebut, dalam pendekatan pendidikan Islam,
dikenali kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir (Uil lad 4844ll), yang menegaskan bahwa jika
ada kesulitan yang melebihi kemampuan seorang individu pada kondisi tertentu, maka dapat
menjadi dasar pemberian kemudahan, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk rukhsah
kepada seseorang (Halimah et al., 2026). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif,
kaidah tersebut menjadi dasar relevansi pendidikan Islam dan panduan Kemendikdasmen bagi
guru dalam memodifikasi kurikulum pembelajaran dan instrumen evaluasi berbasis
diferensiasi. Sebagai contoh dari hubungan tersebut, ketika seorang anak tunanetra diberikan

instrumen asesmen lisan dibandingkan tulisan, atau ketika anak tuna grahita diberikan
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penyederhanaan target capaian pembelajaran, kedua praktik ini pada dasarnya adalah wujud

nyata dari rukhsah dalam perspektif pendidikan Islam.

3.  Sinergi Ekosistem dan Tanggung Jawab Sosial

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam panduan Kemendikdasmen menyoroti
prinsip partisipasi aktif, kolaborasi dan kemitraan, serta keterpaduan sistem (Rochyadi et al.,
2026). Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab dari seluruh ekosistem
pendidikan, baik itu sekolah, keluarga, masyarakat, maupun pemangku kebijakan, dalam
menyukseskan program pendidikan inklusif. Apabila diamati dalam perspektif pendidikan
Islam, konsep ini dapat dibaca sebagai reorientasi pendidikan inklusif dari sekadar program
negara dan sekolah, menjadi tanggung jawab umat untuk turut menciptakan peradaban yang
inklusif dan penuh kasih sayang. Dalam Islam, sinergi tanggung jawab untuk menyukseskan
pendidikan inklusif ini merupakan aktualisasi dari konsep ta ‘awun dan ukhuwah (Syalwa et al.,
2025).

Konsep ta’awun ini dalam Islam berlandaskan pada QS Al-Maidah ayat 2, yang berisikan
perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong yang dimaksud dapat
berupa kerja sama, toleransi, kebersamaan, maupun bentuk kebaikan lainnya dengan siapapun,
tanpa membeda-bedakannya, baik dari segi pandangan, golongan, agama, maupun kondisi
fisiknya (Purnomo & Solikhah, 2021). Adapun yang dimaksud denga ukhuwah secara
terminologis adalah persaudaraan yang tidak hanya didasarkan pada hubungan darah (Shohib
et al., 2024). Ukhuwah ini dibagi menjadi tiga dimensi, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah
wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah (dikenal juga dengan ukhuwah insaniyah). Dimensi yang
paling berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah ukhuwah basyariyah,
karena menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu jiwa yang sama (nafs
wahidah) sehingga karenanya memiliki martabat yang sama, serta memandang seluruh manusia

sebagai saudara (Mattawang et al., 2026).

4.  Mutu dan Keberlanjutan

Panduan Kemendikdasmen menempatkan pemerataan, peningkatan mutu, dan
keberlanjutan sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Prinsip
tersebut menegaskan bahwa pemenuhan akses tidak cukup diwujudkan melalui penerimaan
siswa penyandang disabilitas atau penyediaan fasilitas, tetapi harus menjamin partisipasi,
proses pembelajaran yang bermutu, dan dukungan sesuai kebutuhan setiap siswa (Rochyadi et
al., 2026). Layanan inklusif perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya mengurangi
hambatan belajar dan memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan berkembang, bukan

semata-mata berdasarkan keberadaan program atau terpenuhinya persyaratan administratif.
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Dalam perspektif pendidikan Islam, orientasi tersebut selaras dengan nilai istigamah,
islah, dan ihsan. Istigamah menegaskan konsistensi dalam memberikan dukungan, islah
mengarahkan perbaikan terhadap kelemahan layanan, sedangkan iZsan mendorong pelaksanaan
tanggung jawab dengan kualitas terbaik (Latif & Sesmiarni, 2024). Ketiga nilai ini berimplikasi
pada perlunya sekolah secara konsisten mengidentifikasi hambatan belajar, menyesuaikan
strategi dan media pembelajaran, memperkuat kompetensi guru, serta membangun kolaborasi
dengan keluarga dan tenaga pendukung. Penyesuaian tersebut tidak seharusnya dipahami
sebagai perlakuan istimewa, melainkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang beragam agar
setiap siswa dapat berpartisipasi secara bermakna.

Penerapan prinsip tersebut membutuhkan evaluasi berkala terhadap akses, partisipasi,
kemajuan belajar, dan efektivitas dukungan yang diberikan. Hasil evaluasi harus menjadi dasar
perbaikan layanan, bukan sekadar dokumentasi administratif. Keberlanjutan juga menuntut
koordinasi antarguru, keluarga, dan satuan pendidikan pada jenjang berikutnya agar informasi
kebutuhan serta dukungan siswa tidak terputus ketika terjadi transisi pendidikan. Mutu dan
keberlanjutan layanan inklusif pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan

mempertahankan dukungan yang relevan, adaptif, dan berkesinambungan bagi setiap siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Panduan
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen 2026 memiliki relevansi kuat dengan
nilai-nilai pendidikan Islam. Relevansi tersebut ditemukan pada tiga dimensi konsep dasar,
enam tujuan operasional, dan tiga belas prinsip pendidikan inklusif yang dikaji dalam perspektif
pendidikan Islam. Temuan ini berimplikasi pada paradigma pendidik, masyarakat, dan
pemangku kebijakan, khususnya di lingkungan pendidikan yang mayoritas Muslim. Pendidikan
inklusif tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan program dan kebijakan negara atau sekolah,
tetapi juga sebagai manifestasi ketaatan beragama dan tanggung jawab umat dalam
mewujudkan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual terhadap tiga dimensi konsep dasar,
enam tujuan operasional, dan tiga belas prinsip pendidikan inklusif. Komponen lain dalam
panduan, meliputi klasifikasi keragaman siswa, kurikulum dan asesmen pendidikan inklusif,
serta peran seluruh ekosistem pendidikan, belum dipetakan. Keterbatasan tersebut menjadi
ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji komponen-komponen tersebut, baik secara
konseptual maupun empiris. Kajian lanjutan diharapkan dapat memperluas pemahaman
mengenai keterkaitan nilai-nilai pendidikan Islam dengan berbagai aspek penyelenggaraan

pendidikan inklusif, sekaligus memperkaya landasan konseptual dan praktik pendidikan
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inklusif yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk
memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang penerapan panduan dalam berbagai konteks

satuan pendidikan di Indonesia secara nyata.
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